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ABSTRAK

PENGARUH DANA DESA DAN BELANJA DAERAH BERDASARKAN 
FUNGSI PENDIDIKAN DAN FUNGSI KESEHATAN TERHADAP 

KEMISKINAN DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI PAPUA
TAHUN 2015-2021

Oleh:

Sofiah Maharani; Azwardi

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dana desa, belanja fungsi 
pendidikan dan belanja fungsi kesehatan terhadap kemiskinan di kabupaten/kota 
Provinsi Papua tahun 2015-2021. Data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah data sekunder berupa data panel dari tahun 2015-2021, yang bersumber
dari Badan Pusat Statistis (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 
(DJPK). Metode dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kuantitatif. 
Teknik analisis dalam penelitian menggunakan teknik analisis regresi data panel. 
Hasil penelitian menunjukkan dana desa berpengaruh negatif dan signifikan 
terhadap kemiskinan di kabupaten/kota provinsi Papua. Belanja fungsi pendidikan 
dan belanja fungsi kesehatan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan.

Kata kunci: Dana Desa, Belanja Daerah Fungsi Pendidikan, Belanja Daerah 
Fungsi Kesehatan, Kemiskinan

Mengetahui
Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Ketua

Dr. Mukhlis S.E., M.Si Prof. Dr. H. Azwardi S.E., M.Si
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ABSTRACT

THE EFFECT OF VILLAGE FUNDS AND REGIONAL EXPENDITURES 
BASED ON EDUCATION AND HEALTH FUNCTIONS ON POVERTY IN 

DISTRICTS / CITIES OF PAPUA PROVINCE IN 2015-2021

By:

Sofiah Maharani; Azwardi

This study aims to analyze the effect of village funds, education function 
expenditures and health function expenditures on poverty in Papua Province 
districts/cities in 2015-2021. The data used in this study is secondary data in the 
form of panel data from 2015-2021, the sourced from the Central Bureau of 
Statistics (BPS) and the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK). The 
method in this study uses quantitative descriptive analysis. Analysis techniques in 
research use panel data regression analysis techniques. The results showed that 
village funds had a negative and significant effect on poverty in the districts / 
cities of Papua province. Education spending and health spending have no effect 
on poverty.

Keywords: Village Fund, Regional Expenditure for Education Function, 
Regional Expenditure for Health Function, Poverty
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PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 
Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang bersifat multidimensional 

dan berkelanjutan. Dalam implementasinya, proses pembangunan senantiasa 

menghadapi berbagai persoalan yang meliputinya. Persoalan dalam pembangunan 

ekonomi menjadi salah satu problematika yang akan dihadapi pemerintahan dalam 

pelaksanaan pembangunannya. Salah satu problematika dalam pembangunan 

ekonomi adalah permasalahan kemiskinan. Frisdiantara & Mukhklis (2018) 

menyebutkan salah satu penyebab munculnya kemiskinan adalah karena adanya 

lingkaran perangkap kemiskinan. 

Kemiskinan merupakan masalah yang sangat kompleks hal ini karena 

kemiskinan bersifat multidimensi, terkait dengan berbagai aspek kehidupan 

manusia, yang membebani setiap negara, termasuk di Indonesia. Indonesia adalah 

salah satu negara berkembang yang dihadapkan pada masalah kemiskinan yang 

tidak bisa diabaikan. Isu kemiskinan termasuk dalam masalah kemanusiaan, dan 

dibutuhkan upaya yang sangat terintegrasi untuk mengatasinya. 

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai kemiskinan 

di Indonesia pada tahun 2021, tingkat kemiskinan di Indonesia berada pada angka 

9,71 persen atau sekitar 26,50 juta jiwa penduduk Indonesia berada dalam 

kemiskinan. Jika dilihat pada tingkat Provinsi, terdapat 16 Provinsi yang memiliki 

tingkat kemiskinan lebih dari 10 persen. Kemudian jika dilihat berdasarkan 
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kawasan, hampir seluruh Kawasan Timur Indonesia memiliki tingkat kemiskinan 

lebih dari 10 persen. 

Salah satu wilayah di Timur Indonesia adalah Provinsi Papua. Provinsi ini 

juga memiliki tingkat kemiskinan lebih dari 10 persen. Berdasarkan data yang 

diperoleh dari laman situs Sistem Informasi dan Manajemen Data Dasar Regional 

(SIMREG) BAPPENAS per September 2021, Provinsi Papua memiliki tingkat 

kemiskinan yaitu sebesar 27,38 persen. Tingkat kemiskinan yang mencapai 27,38 

persen ini menjadikan Papua sebagai Provinsi yang memiliki tingkat kemiskinan 

paling tinggi di Indonesia. Menurut tipe daerahnya, penduduk miskin di Provinsi 

Papua terkonsentrasi di daerah perdesaan, dimana pada Maret 2021 terdapat 

872,08 ribu jiwa atau 35,71 persen penduduk miskin tinggal di perdesaan, 

sedangkan di perkotaan hanya sebesar 48,36 ribu jiwa atau 4,91 persen 

Tabel 1.1 Angka Kemiskinan Provinsi Papua 2015-2021 
 
 

Tahun Jumlah Penduduk Miskin (ribuan) Persentase (%) 
2015 859,15 28,4 
2016 911,33 28,4 
2017 897,69 27,76 
2018 917,63 27,43 
2019 926,36 26,55 
2020 911,37 26,68 
2021 920,44 27,38 

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), 2023 diolah 

 

Berdasarkan Tabel 1.1 perkembangan angka kemiskinan Provinsi Papua 

dari tahun 2015-2021 berfluktuatif. Jika dilihat dari jumlah penduduk miskin, 

pada tahun 2015 di Provinsi Papua terdapat sebanyak 859 ribu jiwa. Kemudian 

pada tahun 2021 terjadi kenaikan yaitu jumlah penduduk miskin menjadi 920 ribu 
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jiwa. Namun jika dilihat dari tingkat persentasenya, kemiskinan di Papua pada 

tahun 2015 sebesar 28,4 persen turun menjadi 27,38 persen pada tahun 2021. 

Dalam kurun waktu tujuh tahun, tingkat persentase kemiskinan di Papua 

mengalami penurunan sebesar 1,02 persen. Berikut ini adalah data mengenai 

perkembangan tingkat kemiskinan di kabupaten/kota pada Provinsi Papua. 

Tabel 1.2 Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua (dalam 

persentase) 

 

Kabupaten/Kota 
Tahun

 
 2019 2020 2021 
Kab. Biak Numfor 25,5 24,57 24,45 
Kab. Jayapura 13,13 12,44 12,13 
Kab. Jayawijaya 38,33 37,22 37,09 
Kab. Merauke 10,35 10,03 10,16 
Kab. Mimika 14,54 14,26 14,17 
Kab. Nabire 24,81 24,15 23,83 
Kab. Paniai 37,16 36,71 36,59 
Kab. Puncak Jaya 35,71 34,74 36 
Kab. Kepulauan Yapen 27,13 26,3 26,09 
Kota Jayapura 11,49 11,16 11,39 
Kab. Sarmi 14,41 13,87 13,84 
Kab. Keerom 16,83 16,32 16 
Kab. Yahukimo 38,82 37,34 37,64 
Kab. Pegunungan Bintang 30,51 30,15 30,46 
Kab. Tolikara 32,9 32,04 32,6 
Kab. Boven Digoel 19,66 19,41 19,9 
Kab. Mappi 25,5 25,04 26,05 
Kab. Asmat 26,6 25,49 24,83 
Kab. Waropen 30,95 29,54 29,85 
Kab. Supiori 38,79 36,91 37,91 
Kab. Mamberamo Raya 29,13 28,38 28,78 
Kab. Mamberamo Tengah 36,93 36,41 36,76 
Kab. Yalimo 34,52 32,82 33,25 
Kab. Lanny Jaya 39,52 38,13 38,73 
Kab. Nduga 38,24 36,72 37,18 
Kab. Dogiyai 31,12 28,62 28,81 
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Kabupaten/Kota 
Tahun

 
 
 
 

 
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2023 

 
Pada tahun 2021 persentase jumlah penduduk miskin di seluruh 

kabupaten/kota yang ada di Provinsi Papua memiliki angka yang lebih dari 10 

persen. Kabupaten Intan Jaya pada tahun 2021 menempati posisi pertama sebagai 

kabupaten yang memiliki tingkat kemiskinan yang tertinggi jika dibandingkan 

dengan Kabupaten/Kota lain yang ada di Provinsi Papua yaitu sebesar 41,66 

persen. Angka ini menunjukan bahwa hampir setengah dari penduduk di 

kabupaten ini berada dalam kemiskinan. Kabupaten Merauke menjadi kabupaten 

dengan tingkat kemiskinan terendah di antara kabupaten/kota yang lain yang ada 

di Provinsi Papua yaitu sebesar 10,16 persen. Meskipun demikian angka ini masih 

lebih tinggi daripada tingkat kemiskinan nasional. 

Dalam mengatasi masalah kemiskinan campur tangan dari pemerintah 

menjadi salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memutus lingkaran perangkap 

kemiskinan yang pada akhirnya dapat menurunkan tingkat kemiskinan (Fadly et 

al., 2021). Salah satu bentuk campur tangan pemerintah adalah melalui kebijakan 

fiskal yang berupa kebijakan mengenai Belanja (Girsang, 2011). Adanya anggaran 

belanja dapat meningkatkan pendapatan rill masyarakat miskin melalui kebijakan 

atau program yang dilakukan pemerintah secara langsung seperti program bantuan 

tunai bersyarat atau tanpa syarat, ataupun secara tidak langsung melalui perluasan 

akses pendidikan dasar, infrastruktur dan perawatan kesehatan (Todaro & Smith, 

 2019 2020 2021 
Kab. Puncak 38,24 36,96 36,26 
Kab. Intan Jaya 42,92 40,71 41,66 
Kab. Deiyai 43,65 41,76 40,59 
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2011). Kebijakan-kebijakan mengenai anggaran belanja untuk mengatasi masalah 

kemiskinan ini dapat dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah 

daerah. 

Dalam mengatasi permasalahan kemiskinan, salah satu upaya yang 

dilakukan pemerintah pusat adalah adanya belanja negara berupa transfer ke 

daerah yang salah satunya adalah dana desa. Dana desa yang dikeluarkan 

pemerintah ini diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. 

Tujuan diberikan dana desa adalah untuk meningkatkan pelayan publik di desa, 

mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi 

kesenjangan pembangunan antar desa, dan memperkuat masyarakat desa sebagai 

subjek dari pembangunan. Beberapa program yang dilakukan untuk mencapai 

tujuan tersebut adalah pembangunan gedung PAUD, bantuan beasiswa, 

pengadaan air bersih, dan pembinaan posyandu. 

Pemerintah Indonesia pertama kali memberikan dana desa pada tahun 

2015 melalui amanat Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sampai 

dengan tahun 2021 dana desa yang dikeluarkan pemerintah terus mengalami 

peningkatan dimana pada tahun 2015 jumlah yang dikeluarkan adalah sebesar 

Rp20,7 triliun menjadi sebesar Rp72 triliun di tahun 2021. Berdasarkan data yang 

diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) bahwa 

Provinsi Papua pada tahun 2021 menjadi Provinsi dengan penerimaan dana desa 

terbesar setelah Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat dengan 

jumlah realisasi sebesar 5.429,73 miliar rupiah. Kawulur et al. (2019) menemukan 
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bahwa dengan adanya dana desa dapat menurunkan tingkat kemiskinan di 11 

Kabupaten Provinsi Sulawesi Utara. 

Tabel 1.3 Dana Desa Kabupaten/Kota di Provinsi Papua (dalam miliar 

rupiah) 

 

Kabupaten/Kota 
Tahun

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(DJPK Kemenkeu), 2023 

 2019 2020 2021 

Kab. Biak Numfor 202,7 206,9 206,9 
Kab. Jayapura 128,8 132,5 134,5 
Kab. Jayawijaya 280,7 282 282 
Kab. Merauke 220,5 226,1 235,4 
Kab. Mimika 143,9 148,8 151,1 
Kab. Nabire 90,7 94,3 97,7 
Kab. Paniai 196 199,2 201,1 
Kab. Puncak Jaya 280,5 290,8 290,8 
Kab. Kepulauan Yapen 135,7 138,7 137,6 
Kota Jayapura 25,8 26,4 27,5 
Kab. Sarmi 99 106 110,8 
Kab. Keerom 99,5 98,5 99,7 
Kab. Yahukimo 405,9 409,1 409,1 
Kab. Pegunungan Bintang 253,3 262,6 264,5 
Kab. Tolikara 419,5 422,3 422,3 
Kab. Boven Digoel 136,2 143,8 151,8 
Kab. Mappi 180,9 188,4 193,4 
Kab. Asmat 247 249,8 255,3 
Kab. Waropen 103 104,2 105,1 
Kab. Supiori 42,3 43,3 44,2 
Kab. Mamberamo Raya 97,5 107,5 117,2 
Kab. Mamberamo Tengah 88,6 94,1 98 
Kab. Yalimo 243,3 246,6 246,6 
Kab. Lanny Jaya 349,9 346,1 346,1 
Kab. Nduga 214,3 216,5 216,5 
Kab. Dogiyai 113,4 116,1 119,4 
Kab. Puncak 205,1 213,4 219,7 
Kab. Intan Jaya 136,3 142,5 149,2 
Kab. Deiyai 92,9 93,7 96,3 
Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan 
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Tabel di atas merupakan tabel yang menunjukan perkembangan dari dana 

desa per Kabupaten yang ada di Provinsi Papua. Terlihat dari tabel di atas rata- 

rata setiap tahunnya dana desa di Kabupaten/Kota pada Provinsi Papua 

mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 dana desa tertinggi diperoleh oleh 

Kabupaten Yahukimo sebesar 409 miliar rupiah. Kemudian pada tahun 2021 

Provinsi Papua merupakan salah satu provinsi dengan jumlah dana desa yang 

cukup tinggi. Dengan adanya jumlah dana desa yang cukup besar ini dapat 

mengurangi kemiskinan yang ada di Provinsi Papua. 

Selanjutnya dalam menurunkan tingkat kemiskinan perlu memperhatikan 

masalah pendidikan dan kesehatan, yaitu dengan memperhatikan belanja fungsi 

pendidikan dan fungsi kesehatan (Todaro dan Smith, 2011). Hal ini karena 

pendidikan dan kesehatan menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan 

produktivitas masyarakat. Produktivitas yang rendah dapat mengakibatkan tingkat 

pendapatan menjadi rendah sehingga pada akhirnya akan menyebabkan 

kemiskinan (Damanhuri & Findi, 2014). 

Adanya tingkat kesehatan serta pendidikan yang tinggi dapat 

meningkatkan produktivitas yang pada akhirnya dapat menurunkan tingkat 

kemiskinan (Jacobus et al., 2019). Secara umum tingkat kemiskinan di Provinsi 

Papua disebabkan oleh tingkat pendidikan, tenaga medis, dan topografi wilayah 

(Tri Wahyuni dan Damayanti, 2014). Oleh karena itu, dalam upaya mengurangi 

angka kemiskinan dapat berupa memperbaiki kualitas pendidikan maupun 

kesehatan. Melati et al. (2021) menemukan bahwa di Jawa Barat belanja fungsi 

Pendidikan dan fungsi kesehatan berpengaruh secara negatif terhadap kemiskinan. 
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Dengan demikian ketika terjadi peningkatan pada belanja fungsi pendidikan dan 

kesehatan maka akan terjadi penurunan pada tingkat kemiskinan. 

Tabel 1.4 Belanja Fungsi Pendidikan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua 

(dalam miliar rupiah) 

 

Kabupaten/Kota 
Tahun

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(DJPK Kemenkeu), 2023 

 2019 2020 2021 
Kab. Biak Numfor 221,4 200,4 184,6 
Kab. Jayapura 273,8 287,9 239,9 
Kab. Jayawijaya 113,3 89 168,7 
Kab. Merauke 423,1 442,8 301,2 
Kab. Mimika 328,2 402,4 369,7 
Kab. Nabire 178,6 175,6 211,1 
Kab. Paniai 115,5 152,7 164,1 
Kab. Puncak Jaya 76,2 64,2 80,4 
Kab. Kepulauan Yapen 203,1 189 191,9 
Kota Jayapura 314,7 291,3 316,5 
Kab. Sarmi 111,3 114,8 128,2 
Kab. Keerom 151,2 116,9 146,4 
Kab. Yahukimo 209,8 165,5 192,3 
Kab. Pegunungan Bintang 127,8 150,7 161,3 
Kab. Tolikara 116,1 107,8 241,4 
Kab. Boven Digoel 150,7 156,3 153,6 
Kab. Mappi 226,7 245,2 205,9 
Kab. Asmat 208,9 189,8 214 
Kab. Waropen 64,4 69 106,9 
Kab. Supiori 80,9 72,3 109,3 
Kab. Mamberamo Raya 125,8 129,4 86,1 
Kab. Mamberamo Tengah 61,1 70,7 82 
Kab. Yalimo 96 118,2 97,9 
Kab. Lanny Jaya 122 114,3 150,3 
Kab. Nduga 141,2 122,2 76,5 
Kab. Dogiyai 137,1 171,5 131,8 
Kab. Puncak 77,6 60,2 75,5 
Kab. Intan Jaya 99,6 82,5 113,4 
Kab. Deiyai 84,5 99,9 125 
Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan 
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Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa selama beberapa tahun terakhir 

belanja fungsi pendidikan di Kabupaten/Kota di Provinsi Papua mengalami 

fluktuasi. Kabupaten Mimika menjadi wilayah dengan pengeluaran terbesar pada 

fungsi pendidikan di tahun 2021 dengan jumlah sebesar 369 miliar rupiah. 

Sementara itu Kabupaten Puncak menjadi Provinsi dengan pengeluaran paling 

kecil pada fungsi pendidikan di tahun 2021 dengan jumlah sebesar 75 miliar 

rupiah. 

Tabel 1.5 Belanja Fungsi Kesehatan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua 

(dalam miliar rupiah) 

 

Kabupaten/kota 
Tahun

 
 2019 2020 2021 

Kab. Biak Numfor 311 311,6 283,6 
Kab. Jayapura 166,1 191,6 215,9 
Kab. Jayawijaya 186,2 134,6 225,9 
Kab. Merauke 385,3 383,5 341 
Kab. Mimika 364,7 408,2 582,2 
Kab. Nabire 238,3 235,4 244,3 
Kab. Paniai 168,2 205 247,2 
Kab. Puncak Jaya 104,5 135,4 118,4 
Kab. Kepulauan Yapen 151,6 190,8 186,7 
Kota Jayapura 123,9 162,6 151,6 
Kab. Sarmi 92,7 137,6 111,2 
Kab. Keerom 145,3 107,1 102 
Kab. Yahukimo 199,5 140,8 232,8 
Kab. Pegunungan Bintang 207,5 275,9 184,2 
Kab. Tolikara 143 191,8 133,6 
Kab. Boven Digoel 188,4 205,9 190,3 
Kab. Mappi 173,3 183,8 221,1 
Kab. Asmat 228,2 229,8 234,1 
Kab. Waropen 62,5 81,6 76,8 
Kab. Supiori 89,6 85,4 91 
Kab. Mamberamo Raya 181,4 164,1 137 
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Kabupaten/kota 
Tahun

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(DJPK Kemenkeu), 2023 

 
Tabel di atas menunjukan bagaimana perkembangan pengeluaran untuk 

kesehatan di kabupaten/kota Provinsi Papua tahun 2018-2021. Perkembangan 

pengeluaran pada fungsi kesehatan juga berfluktuasi. Pengeluaran untuk fungsi 

kesehatan tertinggi pada tahun 2021 ada di Kabupaten Mimika sebesar 582 miliar 

rupiah. Sementara pengeluaran untuk fungsi kesehatan terkecil pada tahun 2021 

ada di Kabupaten Waropen yaitu sebesar 76 miliar rupiah. 

Berdasarkan penjelasan di atas dan penelitian yang pernah dilakukan 

sebelumnya menunjukan bahwa adanya dana desa dapat menurunkan tingkat 

kemiskinan serta adanya belanja pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan 

dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Provinsi Papua memiliki tingkat 

kemiskinan yang cukup tinggi, namun beberapa tahun sebelumnya pernah 

mengalami penuruann. Kemudian, kembali mengalami kenaikan setelah adanya 

pandemi covid-19 pada tahun 2020 dan 2021. Sementara itu, dana desa yang 

diterima cukup besar dan selalu mengalami peningkatan serta pengeluaran 

pemerintah untuk pendidikan dan kesehatan juga cukup besar. Sehingga penulis 

tertarik untuk melihat bagaimana dana desa serta belanja daerah berdasarkan 

 2019 2020 2021 

Kab. Mamberamo Tengah 70,2 108,2 78 
Kab. Yalimo 148,7 111,1 83,9 
Kab. Lanny Jaya 117,9 120,5 93,3 
Kab. Nduga 91,5 56,6 81,6 
Kab. Dogiyai 94,4 97,9 105 
Kab. Puncak 144,8 78,9 85,4 
Kab. Intan Jaya 89,2 83,8 147,5 
Kab. Deiyai 69,6 79,6 105,8 
Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan 
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fungsi pendidikan dan fungsi kesehatan mempengaruhi tingkat kemiskinan di 

kabupaten/kota Provinsi Papua pada tahun 2015-2021. 

1.2. Perumusan Masalah 

 
Bagaimana pengaruh dana desa, belanja daerah berdasarkan fungsi pendidikan, 

dan belanja daerah berdasarkan fungsi kesehatan terhadap kemiskinan di 

Kabupaten/Kota Provinsi Papua pada tahun 2015-2021? 

1.3. Tujuan Penelitian 

 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dana desa, belanja daerah 

berdasarkan fungsi pendidikan, dan belanja daerah berdasarkan fungsi kesehatan 

terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Papua pada tahun 2015-2021. 

1.4. Manfaat Penelitian 

 
1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi 

pemerintah daerah Provinsi Papua dalam melakukan kebijakan untuk 

mengatasi masalah kemiskinan. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam bidang ilmu 

keuangan daerah di Provinsi Papua dan sebagai kajian atau informasi pada 

penelitian selanjutnya. 
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